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PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG 

NOMOR 40 TAHUN 2019 

TENTANG 

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA TANGERANG, 

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dan 

perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana 

pelindungan hak asasi mausia; 

b. bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang 

diselenggarakan oleh Negara harus berorientasi pada 

terwujudnya perubahan social yang berkeadilan; 

c. bahwa jaminan pemberian bantuan hukum secara cuma-

cuma untuk masyarakat telah diamanatkan dalam Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Hukum Untuk 

Masyarakat ; 

 

Mengingat  :  1.  Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

   

 

 



 

 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 

18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3518); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5248); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum 

Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 4955);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat 

dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran 

Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5431);  

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata 

Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana 

Bantuan Hukum;  



 

 

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bantuan 

Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Tangerang Nomor 3); 

9. Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2017 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2015 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin 

(Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 106, 

Tambahan Berita Daerah Kota Tangerang Nomor 106); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK 

MASYARAKAT . 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Kota Tangerang.  

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.  

4. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok 

orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di 

Kota Tangerang. 

5. Masyarakat Miskin adalah setiap orang yang bertempat 

tinggal di dalam wilayah Kota Tangerang yang telah 

memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan, 

yang telah terdaftar di dalam Basis Data Terpadu Kota 

Tangerang atau memiliki Surat Keterangan Miskin. 

 



 

 

6. Penerima Bantuan Hukum adalah Masyarakat secara umum 

dan Masyarakat Miskin yang memiliki identitas 

kependudukan yang sah di Kota Tangerang. 

7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Aparatur Sipil Negara 

Pemerintahan Daerah Kota Tangerang, organisasi bantuan 

hukum, Akademisi Hukum pada Perguruan Tinggi, praktisi 

hukum, dan Aparat Penegak Hukum yang memberi layanan 

bantuan hukum. 

8. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri 

sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

bekerja pada Pemerintah Kota Tangerang yang memiliki 

kualifikasi keilmuan di bidang hukum. 

9. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 

Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada 

Penerima Bantuan Hukum. 

10. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui 

proses peradilan.  

11. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di 

luar proses peradilan.  

12. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap 

tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk 

membiayai pelaksanaan kegiatan bantuan hukum kepada 

masyarakat. 

 

Pasal 2 

(1) Peraturan Wali Kota Bantuan Hukum untuk Masyarakat 

dimaksudkan untuk memberikan pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana 

perlindungan hak asasi manusia. 

(2) Peraturan Wali Kota Bantuan Hukum untuk Masyarakat di 

Daerah bertujuan untuk memberikan pedoman bagi 

pelaksanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum. 

 



 

 

 

Pasal 3 

Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat di Daerah 

dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar, meliputi: 

a. Prinsip keadilan;  

b. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum; 

c. Prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia; 

d. Prinsip keterbukaan;  

e. Prinsip efisiensi;  

f. Prinsip efektifitas; dan  

g. Prinsip akuntabilitas.  

 

Pasal 4 

Ruang Lingkup, meliputi: 

a. Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 

b. Hak dan kewajiban; 

c. Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum; 

d. Larangan; 

e. Penganggaran Dana Bantuan Hukum; dan  

f. Pembinaan dan Pengawasan. 

 

BAB II  

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 5 

(1) Bantuan Hukum merupakan hak bagi seluruh Masyarakat 

di Daerah yang sedang menghadapi masalah hukum. 


